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PERATURAN 

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 
NOMOR PER-04/1.02/PPATK/03/2014 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 
NOMOR: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 TENTANG 

IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN 
BAGI  PENYEDIA JASA KEUANGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, 

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, penyedia jasa 
keuangan perlu melakukan identifikasi transaksi 
keuangan mencurigakan terkait dengan pendanaan 
terorisme; 

b. bahwa ketentuan mengenai identifikasi transaksi 
keuangan mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan 
yang berlaku saat ini belum mengatur mengenai 
identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait 
dengan pendanaan terorisme; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan tentang Perubahan atas 
Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan Nomor: PER-
11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi 
Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa 
Keuangan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010  tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5164);  

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406); 

3. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan 
dan Analisis Transaksi Keuangan; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS 

TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS 
TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: PER-
11/1.02/PPATK/06/2013 TENTANG IDENTIFIKASI 
TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI  
PENYEDIA JASA KEUANGAN. 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang 
Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa 
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 960, 
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6), diubah sebagai 
berikut: 
1. Ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 

berikut: 
Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
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1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, selanjutnya 
disingkat PPATK, adalah lembaga independen yang dibentuk 
dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana 
pencucian uang. 

2. Penyedia Jasa Keuangan, selanjutnya disingkat PJK, adalah salah 
satu Pihak Pelapor yang menyediakan jasa di bidang keuangan, 
yang meliputi bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan 
asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun 
lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, 
kustodian, wali amanat, penyelenggara pos, pedagang valuta 
asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, 
penyelenggara e-money dan/atau e-wallet, koperasi yang 
melakukan kegiatan simpan pinjam, pergadaian, perusahaan 
yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, atau 
penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. 

3. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa PJK.  

4. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak 
dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan 
hukum antara dua pihak atau lebih. 

5. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau 
menerima penempatan, penyetoran, penarikan, 
pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, 
sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang 
atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan 
uang. 

6. Transaksi Keuangan Mencurigakan, selanjutnya disingkat TKM, 
adalah: 
a. transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 
Uang; dan 

b. transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan 
terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.  

7. Profil Pengguna Jasa adalah deskripsi Pengguna Jasa yang 
mencakup antara lain identitas, pekerjaan atau bidang usaha, 
penghasilan atau hasil usaha, dan sumber dana. 

8. Karakteristik Pengguna Jasa adalah ciri-ciri khusus yang melekat 
pada Pengguna Jasa yang mencakup antara lain lingkup kegiatan 
pekerjaan atau usaha. 
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